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PENDAPAT HUKUM DAN REKOMENDASI

A. Pendapat Hukum

Berdasarkan dari analisis hukum yang sudah tertulis pada bab IV sebelumnya,

maka penulis memiliki pendapat hukum sebagai berikut:

1.

Tindakan Pemohon tidak memenuhi unsur-unsur material tindak pidana
pencemaran nama baik dan fitnah sebagaimana diatur dalam Pasal 27A
UU ITE serta Pasal 310 dan Pasal 311 KUHP. Substansi unggahan
Pemohon merupakan sengketa dalam ranah hukum keluarga mengenai
pengakuan asal-usul anak, sehingga laporan pidana yang diajukan oleh
Termohon tidak berdasar menurut hukum.

Tindakan Pemohon dalam mengunggah pernyataannya di media sosial
tidak memenuhi unsur kesengajaan dengan niat jahat (animus injuriandi)
untuk mencemarkan nama baik Termohon. Motif yang melandasi tindakan
tersebut adalah untuk memperjuangkan hak anak yang merupakan motif
yang dapat dibenarkan secara hukum (justifiable motive), sehingga unsur
subjektif delik penghinaan tidak terpenuhi.

Tindakan Pemohon merupakan bentuk pelaksanaan hak konstitusional
atas kebebasan berekspresi yang dijamin oleh UUD 1945. Selain itu,
tindakan tersebut dapat dikualifikasikan sebagai perbuatan yang dilakukan

demi kepentingan umum dan pembelaan diri yang terpaksa atas hak anak,
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sehingga perbuatan Pemohon memiliki alasan pembenar yang
menghapuskan sifat melawan hukumnya.

Pemohon tidak dapat dimintai pertanggungjawaban pidana atas pernyataan
yang substansinya merupakan klaim keperdataan (assertion of a right) dan
belum pernah diuji melalui proses pembuktian formal di pengadilan
perdata. Penggunaan instrumen pidana terhadap sengketa yang pada
hakikatnya bersifat perdata merupakan tindakan yang prematur dan
bertentangan dengan asas ultimum remedium.

Mekanisme mediasi penal dan keadilan restoratif tidak relevan untuk
diterapkan dalam perkara ini, sebab tidak terpenuhinya unsur-unsur tindak
pidana. Oleh karena itu, langkah hukum yang paling tepat dan berdasar
secara yuridis adalah penghentian penyidikan (SP3) oleh penyidik dengan
alasan peristiwa yang dilaporkan bukan merupakan tindak pidana, sesuai

dengan ketentuan Pasal 109 ayat (2) KUHAP.

B. Rekomendasi

Berdasarkan keseluruhan pendapat hukum yang telah diuraikan, diperlukan

langkah-langkah strategis yang segera dilaksanakan seperti berikut:

1.

Pemohon segera mengajukan permohonan resmi kepada penyidik untuk
menerbitkan Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3) berdasarkan
Pasal 109 ayat (2) KUHAP, dengan alasan bahwa peristiwa yang
disangkakan bukan merupakan tindak pidana.

Pemohon dapat mempersiapkan upaya hukum praperadilan sebagai

langkah antisipatif untuk diajukan ke Pengadilan Negeri yang berwenang,
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apabila penyidik menolak permohonan SP3 atau menetapkan Pemohon
sebagai tersangka.

3. Pemohon dapat mendesak dilakukannya tes DNA ulang (Second Opinion)
yang bersifat independen dan transparan. Hal ini sangat diperlukan
mengingat tes DNA sebelumnya dilakukan secara tertutup dan sepihak oleh
Termohon, yang berpotensi menimbulkan risiko ketidakpastian dan bias.
Tes ulang ini harus dilakukan di lembaga kredibel yang disepakati kedua
belah pihak untuk menjamin objektivitas dan kepastian hukum.

4. Pemohon Pemohon dapat mengambil inisiatif untuk mengajukan gugatan

pengujian asal-usul anak di pengadilan perdata guna memindahkan sengketa
ke forum yang tepat dan memulai proses pembuktian kebenaran materiil

secara formil.
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